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MEMPAWAH. Hasil audit
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) terhadap keuangan Pemer-
intah Kabupaten Pentianak
sejak tahun 2006-2011 lalu,
mendapatkan adanya kerugian
negara sebesar Rp10miliar lebih.
Kerugian tersebut menyang-
kut penyelenggaraan bidang
konstruksi atau proyek yang
direalisasikan pemerintah daerah
setempat.

“Temuan BPK membuktikan
adanya kerugian negara dalam
pengelolaan keuangan Pemerin-
tah Kabupaten Pontianak. Selama
lima tahun terakhir tercatat keru-
gian sebesar Rp10 miliar lebih.
[ronisnya, sampat saat ini belum
ada langkah konkrit dari ekse-
kutif untuk menutupi kerugian
daerah itu,” sesal Ketua Komisi
A DPRD Kabupaten Pontianak,
Susanto kepada wartawan, Rabu
(22/2) di Mempawah.

Dijelaskannya, kerugian
keuangan negara pada bidang
konstruksi tersebut cenderung
disebabkan adanya kelebihan

pembayaran yang dilakukan
penggina anggaran terhadap
pelaksana kerja. Sehingga keuan-
gan negara mengalami kerugian

yang tidak dapat dipertanggung-
‘jawabkan. ‘
“Selama ini pemerintah dae-

rah tidak melakukan upaya
yang serjus untuk mengemba-
likan kerugian daerah terse-
but. Pemerintah daerah hanya
memperbaiki administrasi saja,
sedangkan realisasi pengem-
balian dalam bentuk uang ma-
sihinol,” tegasnya.

Ditanya proyek mana saja yang

menjadi ternuan BPK tersebut,
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan
ini mengungkapkan, sedikitnya
ada 24 kegiatan proyek di Ka-
bupaten Pontianak yang menye-
babkan kerugian negara. Proyek
tersebut berada disejumlah in-
starisi seperti Dinas PU, Dinas
Pendidikan dan lainnya,

“Yang paling dominan itu
Dinas PU, Seperti, Proyek Jalan
Moton Asam-Moton Pnjang
dengan kerugian negara sebesar
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Rp 1 miliar, proyek Jalan lingkar
Pasir Wan Salim Rp400 juta dan
proyek Jalan Suak Barangan-
Sangking sebesar Rp1,6 miliar,”
bebernya.

“Kemudian, proyek Penimbu-
nian Jalan Anjungan-Desa Tekam
sebesar Rp600 juta lebih, proyek

Jalan Desa Pak Nungkat-Sangk-

ing sebesar Rp1, 4 miliar, proyek
Jalan Sebukit Rama-Pak Nun
‘Rp400 juta, proyek Rehabiili

Sekolah Rp148 jutadan lainnya,"
cecar Susanto. Is:

Prihatin terhadap kerugian
negara tersebut, Legislator PDI
Perjuangan ini berencana akan
membentuk Panitia Khusus (Pan-
sus) DPRD terkait pengembalian
kerugian negara tersebut. Tentu-
nya, pansus akan bekerja maksi-
mal sesuai tupoksinya.

“Pansus ini dibentuk sema-
ta-mata untuk melaksanakan
fungsi pengawasan DPRD. Se-
lain itu, kami juga ingin men-
getahui apa saja kesulitan dan
hambatan pemerintah -daerah
yang sampai saat ini belum bisa
menutupi atau mengembalikan
kerugian keuangan daerah yang
menjadi temuan BPK tersebut,”
ujarnya.

Sebab, menurut Susanto, apa-
bila kerugian negara itu dapat

dikembalikan, tentu akan mem-

berikan dampak positif untuk

keuangan daerah. Kerugian
sebesar Rpl0 miliar lebih itu
dapat dimanfaatkan untuk keg-
iatan lainnya yang bermanfaat
bagi masyarakat dan daerah
Kabupaten Pontianak.

“Dalam kinerjanya nanti, pan-
sus akan menghadirkan pihak-
pihak terkait yang menyebabkan
kerugian negara itu sendiri.
Bahkan, jika memungkinkan
Pansus akan mengundang BPK
untuk memberikan penjela-
san tentang kerugian keuangan
negara dimaksud. Jadi, Pansus
tidak hanya memperbaiki data,
melainkan mengembalikan keru-
gian negara dalam bentuk uang”
tegasnya lagi. :
* “Menyangkut hasil kerja pan-
sus mengarah pada pidana atau
bukan, tinggal kita lihat saja
perkembangannya nanti. Dan
akan ditindaklanjuti sesuai ra-
nahnya. Yang pasti, hasil kerja
pansus akan menjadi rekomen-
dasi dalam menindaklanjuti
temuan kerugian negara terse-
but,” pungkasnya. (shn)



